PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG
DENGAN
RUMAH SAKIT AMALIA BONTANG
TENTANG
PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Nomor : 197/ 28/Dinkes.04
Nomor : 009/06/PKS-RSAB/I11/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang

bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : drg. Toetoek Pribadi Ekowati, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang
Alamat : J1. Bessai Berinta Graha Taman Praja Blok II Lt.1, Bontang Lestari

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama > dr. Hj. Yuniarti Arbain, M.Kes (MARS)
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Amalia Bontang
Alamat : JI. Letjen R. Suprapto No. 22 Bontang Baru,Bontang Utara

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK dan secara sendiri — sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan
beberapa hal sebagai berikut :
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Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang bidang
kesehatan dan mewakili Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas 6
Puskesmas, 1 Klinik Pegawai, PSC 119 .

Bahwa PIHAK KEDUA adalah rumah sakit swasta yang beroperasi di wilayah Kota
Bontang secara sah berdasar ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Bahwa PARA PIHAK menyatakan setuju dan bersepakat untuk melakukan kegiatan
kerjasama dalam hal pemberian pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam pasal — pasal sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dinas Kesehatan adalah satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten / kota yang
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan bidang keschatan dan merupakan induk dari
unit kerja FKTP Puskesmas ,Klinik Pegawai dan PSC 119.

FKTP lingkup Dinas Kesehatan Kota Bontang terdiri atas Puskesmas Bontang Utara I,
Puskesmas Bontang Utara II, Puskesmas Bontang Selatan I, Puskesmas Bontang Selatan
II, Puskesmas Bontang Barat, Puskesmas Bontang Lestari, Klinik Pegawai, Public Safety
Center (PSC) 119.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat
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Public Safety Center adalah unit kerja sebagai wadah koordinasi dalam memberikan
pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat yang
diselenggarakan secara 24 jam.

Pelayanan kesehatan rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan keschatan yang
mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan keschatan secara timbal balik
baik vertikal maupun horizontal.

Jaminan kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar
oleh pemerintah.

Sisrute adalah Sistem Rujukan terintegrasi yang merupakan tehnologi informasi berbasis
internet yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke
tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat (horizontal maupun vertical) dengan tujuan
mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kesepakatan ini antara lain :

a. Sebagai dokumen dalam rangka akreditasi atau pemenuhan standar mutu pelayanan.

b. Adanya kesepahaman semua pihak dalam pemberian pelayanan rujukan sesuai
amanat Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 dan Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan.

Tujuan kesepakatan antara lain :

a. Pemberian pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien tanpa membedakan status
jaminan kesehatan pasien tersebut.

b. Mengikat para pihak dalam pemberian pelayanan kesehatan rujukan secara terstruktur
dan berjenjang sesuai ketersediaan sumberdaya / fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

PASAL 3

LINGKUP KESEPAKATAN
PIHAK PERTAMA merujuk pasien ke PIHAK KEDUA sesuai dengan ketersediaan
sumberdaya atau kemampuan Rumah Sakit
Apabila ketidaktersediaan pelayanan spesialistik pada waktu dan kondisi yang
dibutuhkan, maka dapat dilakukan pelayanan rujukan langsung tanpa melihat jenjang
Rumah Sakit di atasnya dengan mempertimbangkan akses, kondisi dan situasi pasien.
Proses rujukan emergensi dapat menggunakan aplikasi sisrute.
PIHAK KEDUA wajib menerima pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA dan
melaksanakan rujuk balik.

PASAL 4
: HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
PIHAK PERTAMA
KEWAIJIBAN :

a. Meruyjuk pasien sesuai dengan standar rujukan baik kasus emergency dan non
emergency. /
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b. Rujukan pasien emergency dilakukan dengan penanganan kegawatdaruratan sesuai
standar serta dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi sisrute.

¢. Melakukan komunikasi kepada sarana rujukan yang dituju.

HAK :

1. Menerima pelayanan rujukan oleh pihak Rumah Sakit atas pasien yang dirujuk.

b. Mendapatkan tindak lanjut komunikasi dari sarana rujukan yang dituju.

2. PIHAK KEDUA

KEWAJIBAN :

Menerima rujukan pasien dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan standar pelayanan,
baik pasien emergency maupun non emergency.

HAK :

Menerima kelengkapan administrasi rujukan pasien dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
WAKTU PELAKSANAAN
Kesepakatan ini berlaku efektif dan terikat sejak disepakati oleh PARA PIHAK selama
tidak terdapat perubahan dalam lingkup pelaksanaannya.

PASAL 6
PEMBIAYAAN
1. Pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan disesuaikan dengan status kepesertaan jaminan
kesehatan yang dimiliki oleh pasien yang dirujuk sesuai ketentuan manfaat jaminan
kesehatan tersebut.

2. Pembiayaan pasien umum menjadi tanggung jawab pasien atau keluarga / kerabat

penanggung pasien tersebut.

PASAL 7

PENUTUP
Demikian kesepakatan ini dibuat olch PARA PIHAK untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Hal-hal yang menyangkut perubahan kesepakatan ini akan dituangkan kembali
dalam addendum kesepakatan.
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